PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILANNEGERI
PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO,
DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

Menimbang

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pemerataan kedempmemperoleh

1.

keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepadganaksit
demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederbepat,
dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Néyelamasi,
Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negemdoddan

Pengadilan Negeri Pasarwajo;

bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2nTah
1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ldidéxagan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri

dibentuk dengan Keputusan Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdksaah
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Predieietang
Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengabliégeri
Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pergabliégeri

Pasarwajo;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dadapara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun5198

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republdoriasia
Nomor ...
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Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapatddakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaegyanfd
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahanldazean
Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peratlilanm
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 NMdzio
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nordar)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@&mor
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia T 2004
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4379);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia T&00v
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4358);

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentangdibag
Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkand’eradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradgama

ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN  TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI
PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN
PENGADILAN NEGERI PASARWAJO.

Pasal ...
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Pasal 1

(1) Membentuk Pengadilan Negeri Oelamasi berkedudukan d
Oelamasi.

(2) Membentuk Pengadilan Negeri Pasangkayu berkeduddkan
Pasangkayu.

(3) Membentuk Pengadilan Negeri Andoolo berkedudukan di
Andoolo.

(4) Membentuk Pengadilan Negeri Pasarwajo berkedududian

Pasarwajo.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi meliputayah
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu melylayah
Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

(3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo meliputiayalh
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Temaggar

(4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo melipuéyah

Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3
(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Oelamasi, amak
wilayah Kabupaten Kupang dikeluarkan dari daeralkuhu
Pengadilan Negeri Kupang.
(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasangkayaka m
wilayah Kabupaten Mamuju Utara dikeluarkan dari rdhe

hukum Pengadilan Negeri Mamuju.

(3) Dengan ...
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(3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Andoolo, makeyah
Kabupaten Konawe Selatan dikeluarkan dari daerakurhu
Pengadilan Negeri Kendari.

(4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasarwajoka ma
wilayah Kabupaten Buton dikeluarkan dari daerah unuk

Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Pasal 4
(1) Pengadilan Negeri Oelamasi termasuk dalam daerdunhu
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
(2) Pengadilan Negeri Pasangkayu termasuk dalam démedalmm
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar.
(3) Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Negerarfiago
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sdiaw

Tenggara di Kendari.

Pasal 5
(1) Perkara pidana dan perkara perdata yang tekmasgkup
kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang pada saa
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksapi belum
diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, tetap diparidan
diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang.

(2) Perkara pidana dan perkara perdata yang tekmhsgkup
kewenangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang pmata s
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksapi belum
diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju, tetap digsaridan

diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju.

(3) Perkara ...
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(3) Perkara pidana dan perkara perdata yang tekmdsgkup
kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo yang padaksgaitusan
Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi tmetliputus oleh
Pengadilan Negeri Kendari, tetap diperiksa dan tdguwleh
Pengadilan Negeri Kendari.

(4) Perkara pidana dan perkara perdata yang tekmésgkup
kewenangan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang pada
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiktapi belum
diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, tetap dipardan

diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Pasal 6
(1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasgikulp
kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang pada
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukdaaptebelum
diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kupang, dilimpahkapada

Pengadilan Negeri Oelamasi.

(2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasgikulp

sa

sSaa

kewenangan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang paala s

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukdaaptebelum
diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mamuju, dilimpahka&pada

Pengadilan Negeri Pasangkayu.

(3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasigkulp

kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo yang pada saat

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukatapie
belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kendarijgiahkan
kepada Pengadilan Negeri Andoolo.

(4) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasgikulp

kewenangan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang paafa sa

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukatapie
belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bau-Baumgihhkan

kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan derbipaan
Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri B&asgn,
Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negesaiajo

dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organitasi, kerja
Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri niasa
Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negerbpdaod dan
Pengadilan Negeri Pasarwajo ditetapkan oleh Ketwshkisimah
Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteg y@ntanggung

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal ...

Pasal 9
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Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggetieghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso



